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Setiap orang vang melakukan perbuatan hukum,
misalnya membuat perjanjian, tidak menghendaki babwa
perjanjian yang dibuat mengalami cacat misalnya dapat
dibatalkan karena salah satu pihak tidak cakap bertindak
dalam hukum. Berdasarkan pasal 1329 Kitab Uhdang—undang
Hukum Ferdata (selanjutnya disingkat KUH Ferdata) pada
pokoknya menentukan bahwa semua orang adalah cakap
bertindak dalam hukum, kecuali undang-undang menentukan
lain. Undang-undang menggolongkan orang yang tidak cakap
hertindak dalam hukum salah satunya adalabh belum dewasa.

Fengertian belum dewasa dalam hukum perdata tidak
terdapat kesatuan pendapat. Apabila didasarkan pada
pasal 330 KUH Perdata, seseorang dinyatakan telah dewasa
dalam arti cakap bertindak dalam bhukum apabila telah
berusia 21 tahun atau telah pernah melangsungkan per-—
kawinan dan tidak berada dibawabh pengampuan. Sedangkan
berdasarkan ketentuan pasal 47 dan 50 undang-undang no-—
mar 1 Tabun 1974 tentang Ferkawinan dapat disimpulkan
bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
orang tuanya ataua walinya. Jadi seteléh berusia 18
tahun lepas dari kekuaéaan orang tuanya atau walinva
yang berarti mampu mengurus dirinya sendiri, harta ke-—

kayaan maupun bertindak dalam hqum, sehingga dapat di-



katakan cakap hertindak dalam hukum atau dewasa.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 477 K/8ip/19746 ditentukan bahwa sese—
orang vang berada di bhawab perwalian apabila belum ber-—
usia genap 18 tahun bukan 21 tahun. Sedangkan dalam
Yurisprudensi Mahkamabh Agung berikutnya yaitu Nomor 410
K/S8ip/1986 ditentukan bahwa seseorang yang belum dewasa,
tetapl karena pernah melahirkan anak walaupun belum
pernah melangsungkan perkawinan dinyatakan telah cakap
bertindak dalam hukum berarti telah dewasa.

Bertitik tolak dari uraian di atas. maka perma-—
salahan wvang disajikan adalah sebagai berikut'=
Dapatﬁah BEOFANG wanifa vang belum dewasa namun telah
melahirkan anak di luar kawin dianggap cakap melakukan
perbuatan hukum sebagaimana pendirian Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 410 K/8ip/1l986&6 tanggal 30
September 1987 7 Bertolak dari masalah di atas, maka
skripsi ini saya beri judul @ "Studi Kasus Futusan
Mahkamah Republik Indonesia Nomor 410 K/8ip/1986
Mengenal kKecakapan Bertindak dalam Hukum Ferdata®.

Tuiuvan penelitian dalam penyusunan skripsi inid
adalah untuk mencari dan menemukan jawaban vang benar
atau mendekati kebenaran, sehingga dapat bermanfaat bagi

diri saya sendiri dan dapat digunakan sebagai sumbangsih



pemikiran dalam perkembangan bukum keperdataarn di masa
mendatang khususnya mengenal penetapan batas usia dewasa
dalam arti cakap bertindak dalam hukum.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi,
pendekatan masalahnya menggunakan metode vuridis norma—
tif maksudnva pembahasan masalahnyva didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat
dalam hal ini UU No. 1 Tabun 1974 tentang FPerkawinan
khususnya pasal 47 dan 30 yang sava terapkan pada putus-
an Mahkamah Agung Nomor 410 K/Sip/19846. Sumber data be-
rupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni
literatur, bahan per?uliahan maupun hasil penelitian
serta ditunjang data dari Pengadilan Negeri Surabava
barupa WAWANCArA .

Data dikumpulkan dengan cara membaca, mempela-
jari, mengidentifikasi kemudian mengklafisikasi, sehing-—
ga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masa-
iah yang dibahéﬁ. Selanjutnya data diolah mengaurakan
metode deduktif maksudnya bertolak dari hal bersifat
umum disimpulkan menjadi khusus, sehingga menemukan
Jawaban atas masalah yang ada dalam skripsi ini.
Femudian dianalisis secara kualitatif vaitu menganalisis
suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran logis,

runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan



Vperundang—undangan vang berlaku dengan masalah yang di-
bahas dan menghasilkan uraian bersifat diskriptif
analisis.

Fokok hasil penelitian diketahui bahwa mengenal
penetapan batas usia dewase dalam arti cakap bertindak
dalam hukum penerapannya didasarkan secara kasuistis
maksudnya dari kasus perkasus, sehingga dapat saja se-—
urang anak vang telah berusia 20 tabhun belum dapat di-
katakan dewasa dalam arti cakap bertindak dalam hukum
apabila ternyata masih menggantungkan hidupnya dari
oﬁang tuanya. Kemungkinan yang lain dapat saja seorang
vang usianya 18 tahun diﬁyatakan dewasa dalam arti cakap
bertindak dalam hukum apabila ternyata telabh mampu meng—
urus dirinya sendiri. Ketentuan batasan uéia gi atas
diterapkan kasus perkasus, karena hakim pengadilan tetap
berpedoman bahwa usia dewasa apabila telah berusia aenap
21 tahun atau telah pernah melangsungkan perkawinan.

Dengan berpedoman pada uraian diatas dapat di
simpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Sip/
1986 apabila diperhatikan secara seksama tidak ada
ketentuan hukum yvang mengaturnya. Dikatakan demikian
karena tidak ada batasan yang pasti dan dapat digunakan
sebagati peddman_yaitu cakap bertindak dalam hukum apa-—

bila telah berusia 18 tahun sampai dengan 21 tabun



atauw telah pernah melangsungkan perkawinan. Tetapi
kenyataanya Mahkamah Agung menganggap cakap bertindak
dalam hukum seseorang yang belum dewasa yang saatritu
berusia 17 tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan,
namun telah pernab melahirkan anak. Putusan Mahkamah
Agung yvang demikian ini berarti merupakan suatu penemuan
hukum. Dikatakan penemuan hukum, dikarenakan mengenail
penstapan batas usia dewasa dalam arti cakap untuk ber-
tindak dalam hukum belum ada pengaturan yvang jelas, se—
hingga memberikan kebebasan kepada hakim untuk me-—
nafsirkan seorang anak dinyatakan cakap bertindak

dalam hukum.



